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Abstract

United Nations Security Council (UNSC) Resolution 1718 of 2006 imposed sanctions on North Korea due to
its nuclearization program. The influence of the geopolitical power of great powers has shaped the global
constellation and affected state actions in dealing with North Korea. Despite pressure from the United States,
Indonesia has not implemented the UNSC Resolution to impose sanctions on North Korea into its national
regulations. As a result, legal ambiguity has arisen regarding the handling of violations committed by North
Korea in Indonesian waters. This study aims to reveal the reasons behind Indonesia’s reluctance to implement
UN Security Council sanctions against North Korea and its relation to Indonesia’s position as a non-permanent
member of the UN Security Council in 2019-2020. By applying Stephen M. Walt’s balance of threat concept,
this study concludes that Indonesia chose not to implement UNSC resolutions against North Korea in order to
maintain historical and diplomatic closeness with North Korea. Furthermore, although North Korea has
demonstrated its military capabilities on several occasions, there have been no statements or offensive and
aggressive actions directly directed at Indonesia that could be perceived as a threat. The divided positions of the
P5 members during the panel sessions on Resolution 1718 further increased Indonesia’s hesitation in
implementing the resolution. As divisions among the P5 continue to deepen, Indonesia needs to reconsider its
decision to become a non-permanent member of the UN Security Council for the 2029-2030 term.

Keywords: Indonesia — North Korea relation, United Nations Security Council Resolution, sanction, balance
of threats, Resolution 1718

Abstrak
Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1718 tahun 2006 memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara
atas program nuklirisasinya. Pengaruh kekuataan geopolitik negara great powers turut membentuk
peta konstelasi global dan mempengaruhi tindakan - tindakan negara dalam menghadapi Korea
Utara. Meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat, Indonesia belum menerapkan Resolusi
Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara dalam peraturan
nasional. Akibatnya, terjadi ketidakjelasan penanganan hukum atas pelanggaran yang dilakukan
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Korea Utara di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan sikap
Indonesia yang enggan menerapkan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dan kaitannya dengan
posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Dengan
menggunakan konsep balance of threat dari Stephen M. Walt, penelitian ini menyimpulkan bahwa
Indonesia memilih tidak menerapkan resolusi DK PBB terhadap Korea Utara guna mempertahankan
kedekatan historis dan diplomatis dengan Korea Utara. Selain itu, meskipun beberapa kali Korea
Utara menunjukkan kapabilitas peralatan militernya, tidak ada pernyataan maupun sikap ofensif
dan agresif yang ditunjukan secara langsung terhadap Indonesia yang bisa dipersepsikan sebagai
ancaman. Sikap anggota P5 yang terbelah dalam sidang panel Resolusi 1718 membuat Indonesia
semakin gamang dalam menerapkan resolusi tersebut. Dengan semakin terpecahnya sikap anggota
P5, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menjadi anggota tidak tetap
DK PBB 2029-2030.

Kata Kunci: relasi Indonesia — Korea Utara, Resolusi Dewan Keamanan PBB, sanksi, keseimbangan
ancaman, Resolusi 1718

PENDAHULUAN

Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan keputusan formal yang dibuat oleh
anggota Dewan Keamanan PBB, yang memiliki kekuatan mengikat dan signifikan
sebagai upaya organisasi internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dan
keamanan internasional. Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, Resolusi DK PBB
bersifat mengikat secara hukum bagi semua negara anggota PBB. Resolusi DK PBB
dapat diimplementasikan melalui berbagai tindakan, termasuk sanksi, peacekeeping
dan peacebuilding, dan penegakan hukum internasional. Resolusi ini disahkan
melalui pemungutan suara yang melibatkan 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Ada
5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan
Amerika Serikat yang biasa disebut negara P5 yang memiliki hak veto. Hak veto
memungkinkan negara tersebut menolak suatu resolusi dan mencegah resolusi DK
PBB tersebut disahkan.

Korea Utara menjadi salah satu negara yang dikenakan sanksi berdasarkan
resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal ini tak lepas dari program nuklirisasi Korea
Utara. Salah satu Resolusi DK PBB yang dikenakan terhap Korea Utara adalah
Resolusi DK PBB 1718 tahun 2006. Melalui resolusi tersebut, semua negara anggota
PBB diharuskan mencegah pasokan, penjualan, transfer langsung maupun tidak
langsung atas barang keperluan militer seperti tank tempur, kendaraan tempur lapis
baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter, kapal perang, misil
atau sistem misil, peralatan yang terkait pengembangan senjata nuklir ke Korea
Utara. Selain itu, resolusi tersebut juga memasukkan barang — barang mewah

sebagai barang yang dilarang. Resolusi tersebut senantiasa diperbarui hingga tahun
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2016 melalui Resolusi 2270, dengan penjelasan lebih lanjut mengenai kategori
barang mewah.

Sementara itu, hingga kini Indonesia juga belum menerapkan resolusi Dewan
Keamanan PBB untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara. Padahal,
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia memiliki kewajiban untuk terlibat dalam menjaga perdamaian dunia,
sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945. Di tahun 2022,
Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI juga menunjukkan
kekhawatirannya terhadap percobaan nuklir dan Intercontinental Ballistic Missile oleh
Korea Utara (Detik.com, 2022). Prabowo menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan
beberapa langkah - langkah untuk mewaspadai tindakan Korea Utara tersebut. Di
samping itu, desakan dari Amerika Serikat agar Indonesia segera mengadopsi
resolusi DK PBB tersebut terus terjadi. Hal ini tampak dari penyelesaian kasus kapal
Korea Utara MV Wise Honest yang ditegah oleh Indonesia di tahun 2018.

Penelitian sebelumnya mengulas posisi great power yang mempengaruhi sikap
suatu negara terhadap Korea Utara. Belum banyak ulasan maupun penelitian yang
mendalami sikap negara middle power, terutama di Asia, terhadap Korea Utara.
Sebagai negara middle power, sikap Indonesia menarik untuk diteliti, terutama
karena Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang masih menjalin
hubungan dengan Korea Utara yang telah terjalin sejak berdirinya kedua negara.
Keinginan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
2029-2030 menjadikan isu AS vs Korea Utara ini menjadi semakin kompleks.
Apabila tidak dijalankan dengan hati — hati, sikap dualisme Indonesia dapat menjadi
bumerang bagi geopolitik Indonesia di kawasan, terutama berhadapan dengan
Amerika Serikat. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan historis
dalam mengkaji kedekatan Indonesia dan Korea Utara, di samping aspek lain seperti
kekuatan militer, kekuatan agregat, dan aspek geografis.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami alasan sikap Indonesia yang
enggan menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Padahal,
menurut pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono, Indonesia berencana kembali
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2026 (Radio
Republik Indonesia, 2026). Penelitian ini menyajikan kebaruan dalam hal
mengangkat posisi Indonesia sebagai middle power yang hingga kini merupakan satu
di 53 negara yang memiliki perwakilan diplomatik dengan Korea Utara (Detik.com,

2023). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah
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dalam rencana Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun
2029 —-2030.

KAJIAN PUSTAKA

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh kekuataan geopolitik negara great powers
turut membentuk peta konstelasi global dan mempengaruhi kepatuhan suatu
negara untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara (Wang dkk, 2024).
Negara — negara sekutu Amerika Serikat seperti Australia dan Jepang telah
menerapkan sanksi tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam kebijakan
nasional (Butcher, 2024;Jia, 2023). Ada 3 hal yang mempengaruhi proses
denuklirisasi Korea Utara yaitu faktor multinasional, geopolitik, serta politik dan
perkembangan sosial Korea Utara. Mereka menilai adanya perbedaan kepentingan
antara AS dan Korea Selatan dalam proses denuklirisasi Korea Utara, ditambah
upaya China untuk tidak mematuhi sanksi AS terhadap Korea Utara guna
mengamankan pengaruhnya di Asia Timur. Amerika Serikat menggunakan saluran
unilateral atau bahkan bilateral dengan negara — negara lain agar memberlakukan
sanksi terhadap Korea Utara atas program nuklirisasi. Namun, di tengah perebutan
posisi hegemoni di Asia antara Amerika dan China, upaya tersebut semakin sulit,
mengingat China dan juga Rusia cenderung pro terhadap langkah Korea Utara.
Akibatnya, negara — negara yang cenderung dekat dengan China dan Rusia kerap
kali tidak mematuhi sanksi AS dan DK PBB terhadap Korea Utara (Lee & Kim,
2022). Melalui strategi minimum deterrence, Korea Utara mengembangkan nuklir juga
untuk memaksa Amerika Serikat meninggalkan Korea Selatan dan mewujudkan
reunifikasi Korea namun dengan syarat dan cara — cara yang ditentukan Korea
Utara (Park, 2022).

Teori kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti yang
diungkapkan oleh Chayes dan Chayes (1993) dan Guzman (2002) pada umumnya
berangkat dari asumsi bahwa negara akan mematuhi resolusi yang bersifat
mengikat karena adanya kewajiban hukum internasional, tekanan institusional, serta
risiko reputasional apabila terjadi pelanggaran. Dalam kerangka ini, kepatuhan
negara dipahami sebagai konsekuensi logis dari posisi negara sebagai anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terikat pada Piagam PBB. Namun, teori ini belum
sepenuhnya mampu menjelaskan fenomena ketidakpatuhan atau kepatuhan parsial
yang dilakukan oleh negara tertentu, termasuk Indonesia, terhadap Resolusi DK

PBB 1718 mengenai sanksi terhadap Korea Utara.
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Dalam kasus Indonesia, meskipun secara normatif memiliki kewajiban
internasional untuk mengimplementasikan resolusi DK PBB yang bersifat mengikat,
pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi Resolusi 1718 ke dalam
peraturan nasional. Teori kepatuhan tidak cukup menjelaskan faktor-faktor non-
hukum yang memengaruhi keputusan tersebut, seperti pertimbangan hubungan
historis dan diplomatis Indonesia—Korea Utara, persepsi ancaman yang rendah
terhadap keamanan nasional Indonesia, serta dinamika politik internasional yang
ditandai oleh perpecahan sikap di antara negara-negara anggota tetap DK PBB
(Permanent 5/ P5). Dengan demikian, terdapat keterbatasan teoritis dalam
menjelaskan bagaimana kepentingan strategis, persepsi ancaman, dan konfigurasi
kekuatan geopolitik dapat mengalahkan kewajiban hukum internasional dalam
proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoretis alternatif yang lebih mampu
menjelaskan perilaku negara tidak hanya berdasarkan kewajiban normatif, tetapi
juga berdasarkan persepsi ancaman, hubungan historis, dan konteks geopolitik yang
lebih luas. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan realisme dan teori Balance of
Threat dari Stephen M. Walt (1985). Meskipun peran DK PBB dan Amerika Serikat
begitu kuat dalam mempengaruhi posisi Indonesia terhadap Korea Utara, Indonesia
tetap mempertahankan status quo dengan tidak menerapkan sanksi tersebut. Peneliti
ingin melihat apakah keengganan Indonesia untuk menerapkan sanksi terhadap
Korea Utara merupakan upaya menjaga perimbangan kekuatan di geopolitik,
terutama di kawasan Asia.

Dalam teori Balance of Threat, ada beberapa faktor untuk melihat apakah suatu
negara mengambil sikap balancing atau bandwagoning, meliputi Aggregate Power,
Geographic Proximity, Offensive Power, dan Aggressive Intention. Dalam hal ini, yang
dimaksud dengan aggregate power adalah seluruh sumber daya yang dimiliki negara,
baik berupa populasi, kapabilitas industri dan militer, serta kemampuan teknologi.
Sementara itu, geographic proximity merujuk pada lokasi dan jarak antar negara yang
menjadi sumber ancaman. Menurut Walt (1985), proyeksi ancaman akan semakin
menurun seiring jarak yang semakin jauh. Dengan kata lain, negara yang lokasinya
berdekatan dianggap lebih mengancam daripada negara yang lokasinya berjauhan.
Selain itu, faktor ini juga menentukan sikap suatu negara, apakah lebih memilih
balancing terhadap sumber ancaman melalui pembentukan aliansi, atau melakukan

bandwagoning dengan bergabung dengan sumber ancaman. Faktor lain yaitu
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offensive power, yang dapat menciptakan sphere of influence. Kemampuan suatu
negara untuk berlaku ofensif akan menyebabkan negara lain memilih untuk
melakukan balancing dengan membentuk aliansi. Namun, karena adanya sphere of
influence dari negara yang menjadi ancaman, hal ini akan mempengaruhi reaksi
negara — negara aliansinya, dan negara yang merasa terancam pada akhirnya lebih
memilih untuk melakukan bandwagoning. Faktor terakhir yaitu aggressive intention,
yang didefinisikan sebagai perilaku negara yang menunjukkan niatan untuk
menyerang atau berperilaku ofensif atau agresif. Hal ini bisa dimaknai dengan
penguatan persenjataan militer, berkoalisi dengan negara lain yang bertetangga
negara yang merasa terancam, atau ujaran dan sikap pemimpin negara yang

memprovokasi untuk konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai keengganan Indonesia menerapkan sanksi DK PBB terhadap
Korea Utara akan dikaji dengan pendekatan kualitatif. Kecenderungan dari
pendekatan kualitatif adalah sifatnya yang induktif, konstruktif, dan interpretif
(Bryman, 2012). Meski demikian, ketiga hal tersebut tidak selalu muncul bersamaan.
Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan deduktif, dengan
menerapkan teori balance of threat dari Stephen M. Walt untuk mengkaji hubungan
Indonesia dengan Korea Utara yang menyebabkan Indonesia enggan mematuhi
sanksi DK PBB terhadap Korea Utara. Penelitian kualitatif lebih memberikan ruang
bagi peneliti untuk menyampaikan alur berfikirnya, yang kemudian akan dimaknai
oleh pembaca secara bebas (Neuman, 2014). Untuk itu, peneliti perlu menyampaikan
gagasannya dalam setiap interpretasi data, dan bukan sekedar mengutip atas
mendeskripsikan secara singkat. Data disajikan dengan memperlihatkan cakupan
permasalahan yang lebih luas, lalu menyajikan kompleksitas hingga diakhiri dengan
temuan spesifik yang memberikan kebaruan (novelty) dan signifikansi dalam
memperkaya diskusi mengenai topik spesifik.

Penulis menggunakan data dan dokumen publik hingga tahun 2025 yang
dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, dokumen resmi Indonesia dan Korea
Utara dari Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya, serta melakukan
interpretasi atas data yang dikumpulkan sesuai dengan variabel — variabel yang
terdapat pada kerangka analisis balance of threat. Di samping itu, penulis juga

berkesempatan untuk mewawancarai Wakil Presiden RI periode 2014 — 2019 yaitu
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bapak Muhammad Jusuf Kalla untuk menguatkan argumen penulis. Sumber —
sumber lain meliputi berita media massa, jurnal dari peneliti sebelumnya juga
digunakan untuk mendukung penelitian. Menurut Lamont (2015), pemberitaan di
media dapat membantu peneliti kualitatif dalam menginterpretasikan perilaku elit

dalam pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, tulisan akan difokuskan pada analisis mengenai latar
belakang terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
tahun 2019. Hal ini tentunya tak lepas dari peran Wakil Presiden RI saat itu, yaitu
Muhammad Jusuf Kalla serta kejadian penting yaitu kasus Kapal MV Wise Honest
yang ditegah di perairan Indonesia. Alasan Indonesia tidak menerapkan sanksi DK
PBB terhadap Korea Utara dielaborasi melalui beberapa variabel, seperti posisi
Indonesia sebagai anggota tidak tetap 2019-2020 di DK PBB, kekuatan agregat
negara — negara great powers dalam menghadapi Korea Utara, dan kedekatan
Indonesia dan Korea Utara. Faktor — faktor tersebut diyakini berkontribusi terhadap
sikap Indonesia dengan Korea Utara. Hasil dari elaborasi tersebut diharapkan dapat
memberikan pertimbangan bagi pemerintah mengenai relevansi dan urgensi
keanggotaan Indonesia di DK PBB tahun 2029-2030.

1. Latar Belakang Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan
Keamanan PBB

a. Peran Muhammad Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden RI

Di tahun 2019 Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Hal ini tak lepas dari komitmen politik Wakil presiden saat itu, Muhammad Jusuf
Kalla, yang ingin agar Indonesia menjadi bagian dari upaya perdamaian
internasional. Di tahun 2015, Kalla sempat menyatakan komitmennya untuk
membawa Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dan telah
melakukan kampanye untuk meloloskan hal itu di PBB (Hukum Online, 2015). Sejak
saat itu, kampanye dan lobi — lobi pun gencar dilakukan diplomat Indonesia di PBB.
Besarnya komitmen Jusuf Kalla dalam mendorong keanggotaan Indonesia di Dewan
Keamanan PBB dilandasi keinginan JK untuk menancapkan jatidiri sebagai
peacemaker. Setelah berhasil mendamaikan konflik di Aceh, upaya membawa
Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB merupakan wujud komitmen Jusuf

Kalla dalam mewujudkan perdamaian di tingkat global.

502 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Received: (27-10-2025), Revised: (18-01-2026), Accepted: (03-02-2926)

Lisensi:
EY Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)



Wulandari

Akhirnya, di 2018, Indonesia memperebutkan posisi anggota tidak tetap DK
PBB sebagai perwakilan Asia Pasifik, bersaing dengan Maladewa. Di posisi ini
Indonesia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Maladewa, vyaitu
pengalamannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB sebelumnya. Ada 3 hal yang
menjadi prioritas Indonesia dalam keanggotaanya, yaitu penciptaan ekosistem
global dalam hal perdamaian dan stabilitas melalui penguatan UN Peacekeeping dan
Peacebuilding. Tercatat hingga tahun 2018, Indonesia telah mengirim 2.694 pasukan
perdamaian ke 9 tujuan misi perdamaian PBB, mayoritas di UNAMID dan the UN
Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Kedua, Indonesia akan membangun sinergi dalam
rangka mensukseskan agenda SDGs di tahun 2030, termasuk di Afrika, dan
mendorong kemitraan global dalam mengatasi masalah keamanan atas
tantantangan ekonomi, Kesehatan, dan lingkungan. Ketiga, Indonesia akan fokus
pada pemberantasan terorisme, radikalisme, dan kekerasan ekstrim melalui

pendekatan internasional yang komprehensif ((Security Council Report, 2018)

b. Indonesia di Pusaran Konflik AS — Korea Utara: Kasus Kapal MV Wise Honest

Terdapat kejadian di tahun 2018 yang memberikan penegasan terhadap
komitmen Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Tidak Tetap Dewan
Keamanan PBB. Pada April 2018, Indonesia berhasil menegah kapal Korea Utara MV
Wise Honest di perairan Balikpapan yang semula terlihat berbendera Sierra Leone.
Kapal kargo tersebut membawa batu bara yang rencananya akan dikirim ke Korea
Utara. Kapal M/V Wise Honest merupakan kapal kargo berbendera Korea Utara
yang sejak 17 November 2016 terlibat dalam berbagai pelanggaran terhadap
Resolusi DK PBB, khususnya dalam pengiriman batu bara secara ilegal dari Korea
Utara serta pengiriman peralatan berat ke Korea Utara (Honniball, 2023). Penegahan
Kapal MV Wise Honest sejalan dengan Resolusi Dewan Kemanan PBB Nomor 2371
yang berisi “Korea wutara tidak diperbolehkan menyuplai, menjual, atau
memindahkan secara langsung, atau tidak langsung, dari wilayahnya atau
menggunakan kapal atau pesawat berbendera negaranya berupa batubara, besi dan
biji besi”. Resolusi tersebut dikeluarkan pada 5 Agustus tahun 2017, setelah
serangkaian uji misil balistik yang tetap dilakukan Korea Utara.

Dalam kasus kapal M/V Wise Honest, sejatinya Indonesia memiliki dilema
dalam penanganannya. Sebagai anggota PBB, Indonesia diharuskan patuh terhadap

Resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk kaitannya dengan pemberlakuan sanksi
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terhadap Korea Utara. Di satu sisi, Indonesia belum merumuskan peraturan
nasional yang mengakomodasi penerapan resolusi DK PBB. Akibatnya, penegak
hukum yang memproses penegahan kapal tersebut rawan digugat oleh pihak
pemilik kapal.

Amerika Serikat mengklaim bahwa kasus kapal MV Wise Honest perlu
diselesaikan di yurisdiksi Amerika Serikat karena dalam transaksinya, kapal
tersebut menggunakan dollar AS dan melalui bank di Amerika Serikat. Berdasarkan
International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dan North Korea Sanctions and
Policy Enhancement Act of 2016 (NKSPEA), Korea Utara serta individu atau entitas
yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui Office of
Foreign Assets Control (OFAC) sebagai pihak yang terlibat dalam fasilitasi proliferasi
senjata pemusnah massal (WMD), dilarang melakukan transaksi dengan warga
negara AS, melibatkan barang yang berasal dari AS, atau menggunakan sistem
keuangan AS. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah
melarang pemberian barang, teknologi, dan jasa kepada Korea Utara, serta
penjualan, pasokan, atau transfer batu bara dari Korea Utara (Departemen
Kehakiman Amerika Serikat, 2025).

Di satu sisi, Kapal MV Wise Honest juga melakukan pelanggaran hukum di
wilayah yurisdiksi Indonesia. Penangkapan kapal MV Wise Honest oleh pemerintah
Indonesia yang kemudian diserahkan ke wilayah yurisdiksi Amerika Serikat,
tampaknya menjadi salah satu faktor penting yang membuat Indonesia diterima
sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019 — 2020. Kesediaan Indonesia untuk
menyerahkan Kapal MV Wise Honest ke wilayah yurisdiksi Amerika Serikat
merupakan upaya diplomatik Indonesia yang dapat diartikan untuk memengaruhi
sikap Amerika Serikat dan anggota PBB lainnya untuk mendukung Indonesia
menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Di samping itu, sikap Indonesia yang memilih
untuk menegah kapal Wise Honest milik Korea Utara dan menyerahkannya ke
Amerika Serikat juga sebagai upaya melakukan balance of threat. Meskipun Indonesia
menjalin relasi diplomatik dengan Korea Utara, Indonesia berusaha bersikap tegas
dengan Korea Utara dengan tidak membiarkan negara tersebut melakukan kegiatan
pengangkutan batu bara illegal di wilayahnya yang menyalahi ketentuan Dewan

Keamanan PBB.
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c. Ketiadaan peraturan nasional untuk implementasi resolusi DK PBB

Meski sudah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia
tetap memiliki catatan yang harus diselesaikan, yaitu komitmen untuk mengadopsi
pelaksanaan resolusi DK PBB ke dalam peraturan nasional. Hal ini diperlukan guna
memperjelas status hukum atas implementasi resolusi DK PBB tersebut. Sejak
dinyatakan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Kemenlu
mengintensifkan dan mulai menggodok kemungkinan rancangan peraturan
nasional implementasi resolusi DK PBB. Dengan bekerja sama dengan Universitas
Airlangga, Kemenlu dalam hal ini Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Politik
dan Keamanan menggelar “Expert Meeting Penyusunan Kerangka Dasar Konsep
Peraturan Nasional Tentang Implementasi Resolusi DK PBB” di Hotel JW Marriot
Surabaya pada Selasa 29 Januari yang dihadiri beberapa ahli, praktisi, dan
akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Universitas Airlangga,
2019). Berdasarkan buku Lensa Satu Tahun Indonesia di DK PBB, pada agenda itu
turut dilibatkan peserta yang berasal dari PPATK, Kementerian Koordinator Bidang
Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian
Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Mabes
TNIL Pertemuan tersebut bertujuan untuk menghasilkan posisi bersama berupa
kejelasan mekanisme dan rujukan bagi Peradilan Umum dan Lembaga Eksekutif di
Indonesia dalam rangka penerapan Resolusi DK PBB. Selain itu, secara khusus juga
untuk menghasilkan roadmap guna membantu kepatuhan Pemerintah RI terhadap
implementasi Resolusi DK PBB. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan simpulan dan
rekomendasi, yaitu pemberlakuan Resolusi DK PBB yang sejalan dengan
kepentingan nasional dengan memberlakukan secara nasional Resolusi DK PBB
melalui Undang-Undang Implementasi Nasional Resolusi DK PBB. Undang-Undang
dimaksud diharapkan dapat memberikan efek hukum nasional berdasarkan
keterikatan Pemerintah RI terhadap Resolusi DK PBB sesuai Pasal 25 Piagam PBB.
Kemudian, melalui Undang-Undang dimaksud, Pemerintah RI dapat secara selektif
memutuskan pemberlakuan dan pelaksanaan nasional terhadap Resolusi DK PBB
berdasarkan intepretasi atas Pasal 41 Piagam PBB. Pembentukan Undang-Undang
tersebut akan menjamin terlindunginya kepentingan nasional, dan sejalan dengan

semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang memandatkan keterlibatan aktif
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Indonesia dalam perdamaian dan keamanan internasional (Kementerian Luar
Negeri Indonesia, 2019)

Di tahun 2024, seperti yang disampaikan Retno Marsudi, Indonesia kembali
menyatakan keinginan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
periode 2029 - 2030 (Kantor Berita Antara, 2024). Namun, berdasarkan data
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang — Undang tahun 2020 — 2024 nomor 46/DPR-RI/2019-2020, tidak
terdapat rancangan Undang — Undang yang secara spesifik mengatur mengenai
pemberlakuan secara nasional terkait Resolusi DK PBB. Ini berarti Indonesia masih
dengan sikap politisnya yaitu tidak ingin menerapkan sanksi atas resolusi DK PBB.
Hal ini selaras dengan pernyataan Muhammad Jusuf Kalla (2025) pada kuliah
umum di Universitas Indonesia pada 22 Mei 2025, bahwa saat ini Dewan Keamanan
PBB tidak lagi memiliki kekuatan penuh untuk meyakinkan anggotanya agar
mengikuti resolusi yang dikeluarkan. Forum PBB saat ini hanya menjadi sarana
pergaulan internasional daripada pengambilan keputusan yang strategis dan

mengikat anggotanya.
2. Kekuatan agregat negara — negara great power dalam menghadapi Korea Utara

Korea Utara merupakan satu - satunya negara yang masih mengisolasi diri
dari pengaruh luar. Kebijakan proteksionisme berlebihan ini membuat sulit
memproyeksikan kekuatan agregat negara tersebut. Sebagai salah satu negara yang
dikenakan sanksi Resolusi DK PBB, Korea Utara tidak menunjukkan sikap gentar
terhadap program nuklirisasi serta penguatan kapasitas militernya. Lowy Institute
meluncurkan The Asia Power Index di tahun 2018, yang berupaya mengestimasi
sumber daya dan pengaruh suatu negara di kawasan Asia untuk memproyeksikan
peringkat negara tersebut dengan relative power di Asia, dengan mengevaluasi
kekuatan internasional negara — negara di Asia melalui 131 indikator dengan 8 tema
pengukuran, yaitu kapabilitas militer, jaringan pertahanan, kapabilitas ekonomi,
hubungan ekonomi, pengaruh diplomatis dan kultural, serta tingkat resiliensi dan
sumber daya masa depan. Di tahun 2024, Lowy Institute menempatkan Korea Utara
pada posisi 7 dalam hal kapabilitas militer dengan skor 27.3. Amerika Serikat tetap
menduduki posisi pertama dengan skor 90.0, jauh mengungguli China yang berada
di posisi 2 dengan skor 69.7 dan Rusia di posisi 3 dengan skor 54.8.

Meski demikian, dalam hal jejaring pertahanannya, Korea Utara berada di
peringkat 19, bahkan berada di bawah Kamboja dan Bangladesh, yang tidak
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memiliki kapabilitas militer sebesar Korea Utara (Lowy Institute, 2024). Hanya
segelintir negara yang masih menjalin hubungan militer dengan Korea Utara, Rusia
salah satunya. Namun, hubungan militer Rusia dan Korea Utara lebih banyak
dimanfaatkan untuk kepentingan Rusia, salah satunya guna melawan Ukraina
(Indonesia Defense, 2025a). Tabel 1 memperlihatkan kekuatan agregat kapabilitas
militer Korea Utara dan negara — negara pendukungnya dibandingkan AS dan
sekutunya. Dapat kita lihat bahwa AS dan sekutunya masih unggul dalam hal

kekuatan agregat.

Tabel 1. Skor Kapabilitas Militer Kemungkinan Aliansi Korea Utara

dan Aliansi AS
No Negara Kemungkinan Aliansi Kemungkinan Aliansi
Korea Utara Amerika Serikat
1. Amerika 90
Serikat
2. China 69,7
3. Rusia 54,8
4. India Diasumsikan netral*
5. Korea Selatan 33,4
6. Jepang 29,0
7. Korea Utara 27,3
8. Australia 27,0
9. Singapura 24,5
10. Pakistan Diasumsikan netral*
Total 151,8 203,9

Sumber: (Lowy Institute, 2024)
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*) India dan Pakistan memiliki hubungan dekat dengan AS namun juga membuka
hubungan diplomatik mendirikan kedutaan besar di Pyongyang. Untuk itu, kedua

negara diasumsikan netral dalam konflik AS vs Korea Utara

3. Kedekatan Indonesia dengan Korea Utara

Secara geografis, berdasarkan data dari Airmiles Calculator (2025) jarak
antara Pyongyang dengan Jakarta adalah 5.389,5 kilometer atau 2.910,1 nautical miles.
Sementara itu, menurut KCNA, rudal balistik antar benua atau Intercontinental
Ballistic Misiles (ICBM) seri Wason — 17 milik Korea Utara dapat menjangkau
ketinggian 6248.5 km dan jarak sejauh 1.090 km , sehingga radiusnya hanya bisa
menjangkau Korea Utara dan sekitar laut Korea (Korean Central News Agency,
2022). Kemudian, di tahun 2024 Korea Utara kembali meluncurkan ICBM seri
Hwasong — 19 dengan capaian ketinggian lebih dari dari 7000km yang diyakini
memiliki daya jangkauan hingga 15.000 km (Space and Defence, 2024). Dengan
peluncuran seri Hwasong — 19 ini, Indonesia berada dalam wilayah jangkauan rudal
balistik kontinental Korea Utara, menjadikan Indonesia rawan terhadap ancaman
Korea Utara. Ini yang membuat Indonesia cukup berhati — hati dalam menghadapi
Korea Utara. Berdasarkan data dari Lowy Institute, Indonesia memiliki skor 13,7 dan

berada di peringkat 13.

Tabel 2. Perbandingan Kekuatan Militer Korea Utara dengan Indonesia

No Indikator Skor Skor Peringkat Peringkat
Indonesia  Korea Indonesia Korea Utara
Utara

1. Kapabilitas 15,3 27,3 13 7
Militer

2. 2. Angkatan 23,6 53,2 10 5
bersenjata

3. Persenjataan dan 8,8 22,9 13 7
platform

Sumber: (Lowy Institute, 2024)
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Dari berbagai faktor kemiliteran sebagaimana terdapat dalam Tabel 2,
kemampuan militer Indonesia masih tertinggal dibandingkan Korea Utara. Meski
secara geografis posisi Indonesia jauh dari Korea Utara, Korea Utara tetap
berpotensi memberikan ancaman bagi Indonesia, terutama apabila Korea Utara
menggunakan peralatan militer seperti rudal balistik dan drone yang dapat

dikendalikan jarak jauh.

Dalam faktor proximity atau kedekatan kedua negara, ada kedekatan historis
antara Indonesia dan Korea Utara di era kepemerintahan Soekarno. Dalam
pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1965 berjudul “Capailah Bintang-bintang di
Langit”, Presiden Soekarno menyatakan “frentetan revolusi-revolusi di Asia itu bukan
saja mengguncangkan Asia dan Pasifik, tetapi bahkan mengguncangkan seluruh dunia”.
Indonesia menunjukkan kedekatan dengan negara-negara komunis. Hubungan
Indonesia yang dekat dengan negara-negara komunis memunculkan gagasan Poros
Jakarta - Phnom Penh — Hanoi — Peking - Pyongyang yang merupakan pencerminan
poros anti-imperialis (Haryanto & Pasha, 2016). Hal ini merupakan upaya Soekarno
guna menjalin hubungan yang sangat erat dengan negara-negara komunis. Dengan
demikian, Indonesia mengakui posisi strategis Pyong Yang dalam membangun
kekuatan melawan ancaman dari negara — negara barat. Namun, pasca-peristiwa
Gerakan 30 September tahun 1965, poros tersebut tidak terdengar kembali

gaungnya.

Namun, hingga saat Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara yang
masih menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Berdasarkan data dari
Kementerian Luar Negeri DPRK, Indonesia dan Korea Utara menjalin hubungan
yang erat dan rutin mengirimkan surat diplomatik dan rutin menyampaikan ucapan
pada perayaan hari — hari besar hingga sekarang (Kementerian Luar Negeri DPRK,
2024a). Di tahun 2025, pemimpin Korea Utara dan pemimpin Indonesia saling
memberikan ucapan pada hari — hari tertentu, misalnya saat tahun baru. Bahkan saat
pelantikan Menteri luar negeri Indonesia yang baru, Sugiono, tak luput Menteri
Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, juga turut menyampaikan
penghormatannya. Dalam isu konflik Israel - Palestina, baik Indonesia dan Korea
Utara berada dalam posisi membela Palestina dan juga memilih posisi untuk
mengutuk Israel dalam serangan terhadap Palestina serta mengecam perilaku

standar ganda yang ditunjukkan negara — negara barat.
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Kedekatan historis Indonesia dan Korea Utara telah diukir Presiden Soekarno
dengan menerima kunjungan Kim Il Sung dan Kim Jong Il pada 10 hingga 20 April
1965 (Kementerian Luar Negeri DPRK, 2024b).Kunjungan tersebut dalam rangka
merayakan 10 tahun terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung yang
menjadi cikal bakal Gerakan Non Blok. Soekarno dan Kim Il Sung membahas
sejumlah isu, mulai dari penguatan, dukungan, dan kerja sama dalam semangat anti
imperialisme dan kemerdekanan antar negara berkembang. Pertemuan keduanya
juga diselenggarakan di Kebun Raya Bogor. Tatkala bercengkerama, Presiden Kim Il
Sung menunjukkan ketertarikan pada salah satu varietas Anggrek, yang kemudian
dinamakan Kimilsungia. Hingga saat ini, Kimilsungia menjadi simbol persahabatan
DPRK dengan Indonesia dan setiap tahunnya diadakan peringatan di Kebun Raya
Bogor guna merayakan kedekatan historis antara Indonesia dan Korea Utara. Di
tahun 1993, diadakan KTT Non Blok di Korea Utara yang juga dihadiri delegasi
Indonesia. Di tahun 2002, Ketika Indonesia di bawah pemerintahan Megawati,
kembali diadakan pertemuan dengan pemimpin DPRK Kim Jong Il di Korea Utara.
Sebagai seorang putri Soekarno, kunjungan Presiden Megawati ke Korea Utara
tampaknya sebagai langkah Megawati untuk meneruskan legacy Soekarno dengan

membina hubungan yang lebih erat dengan Korea Utara.

Beberapa kali Korea Utara menunjukkan kekuatan ofensifnya dengan
menunjukkan capaian militernya, antara lain melakukan parade militer secara rutin,
melakukan peluncuran rudal balistik kontinental Hwasong, dan yang terbaru,
melakukan uji coba penerbangan drone Kamikaze yang dilengkapi dengan
kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al). Kim Jong Un mengawasi uji coba drone
produksi lokal itu dan mengatakan bahwa drone dengan kemampuan AI harus
menjadi prioritas utama dalam modernisasi kekuatan militer. Kim juga disebut
sangat puas dengan hasil uji coba drone bunuh diri itu, yang meledak saat mengenai
target (Indonesia Defense, 2025b). Namun, uji coba ini tidak dapat diartikan sebagai
tindakan agresif terhadao Indonesia. Sejauh hubungan diplomatik Indonesia dan
Korea Utara, belum ada aggresive intention yang ditunjukkan Korea Utara secara

langsung khusus terhadap Indonesia.

Di akhir tahun 2024, Rusia sebagai salah satu anggota P5, melakukan veto
atas hasil Panel Ahli Komite 1718. Panel tersebut membahas keberlanjutan sanksi
terhadap Korea Utara atas program nuklirisasinya. Pada agenda tersebut, 11 negara

merupakan aliansi Amerika Serikat, yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia,
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Jepang, Belanda, Selandia Baru, Korea Selatan, Inggris, sepakat tetap
memberlakukan sanksi sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Pyongyang
(Kantor Berita Antara, 2025). Sementara itu, pada kesempatan tersebut China
memilih untuk abstain. Menteri luar negeri China menyatakan langkah — langkah
lain untuk menahan laju nuklirisasi Korea Utara tidak harus dengan
memberlakukan sanksi yang ketat terhadap negara tersebut (Kantor Berita Antara,
2024). Hal ini tak lepas dari peran China dalam menjembatani kebutuhan Korea
Utara, termasuk pada barang — barang mewah. Salah satu rekomendasi dari sidang
panel tersebut adalah, yakni Rekomendasi 91 menyatakan agar negara anggota PBB
memperketat kontrol atas ekspornya ke Korea Utara terutama kepada eksportir
yang bergelut di bidang barang mewah. Namun, diduga masih terdapat upaya
pemasukan barang mewah ke negara tersebut baik secara langsung atau melalui
negara ketiga. Petinggi Korea Utara, adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, terekam
menggunakan tas mewah dengan jenama Dior di tahun 2023. Terdapat juga salah
satu toko yang menjual barang mewah di Pyongyang, yaitu Golden Shop (Persatuan
Bangsa Bangs, 2024). China menjadi salah satu negara yang diduga masih memasok
barang — barang tersebut ke Korea Utara. Hal ini menegaskan bahwa China tidak

ingin bersikap terlalu keras terhadap Korea Utara.

PENUTUP

Menilik kembali hubungan Indonesia dan Korea Utara yang telah terjalin
selama 64 tahun, kita melihat bahwa meskipun situasi geopolitik senantiasa
bergejolak, secara umum kedua negara tidak menunjukkan sikap permusuhan.
Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB tidak digunakan untuk misi dan
sikap politik konfrontatif terhadap Korea Utara. Penerapan sanksi atas resolusi DK
PBB nyatanya belum dilaksanakan sepenuhnya yang dituangkan dalam peraturan
nasional. Indonesia masih dengan sikap politiknya untuk mengutamakan
kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara lain, terutama negara
yang dijatuhi sanksi DK PBB, salah satunya Korea Utara. Inilah yang menyebabkan
Indonesia gamang dalam memberlakukan peraturan nasional yang mengakomodasi
implementasi resolusi DK PBB. Hal ini selaras dengan pernyataan Muhammad Jusuf
Kalla yang memandang bahwa Forum PBB saat ini hanya menjadi sarana pergaulan
internasional dan bukan lagi menjadi forum untuk pengambilan keputusan
strategis. Dengan kata lain, peningkatan penyelesaian konflik secara unilateral dan

bilateral ini sejalan dengan pelemahan lembaga multilateralisme.
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Berdasarkan teori balance of threat dari Stphen M Walt, negara — negara yang
berdekatan memberikan ancaman yang lebih besar dari pada negara yang
berjauhan. Namun dengan perkembangan teknologi yang canggih seperti
Intercontinental Balistik Misile dengan jangkauan lintas negara, ancaman besar tidak
hanya datang dari negara di satu kawasan, tapi juga negara dari kawasan lain.
Untuk itu, penting untuk tidak hanya memitigasi ancaman yang berasal dari negara
yang berdekatan,tapi dari negara di luar kawasan yang menunjukkan perilaku
ofensif atau agresif, baik melalui pernyataan maupun sikap pemimpin negara.
Pimpinan Korea Utara sejauh ini belum pernah menunjukkan perilaku ofensif atau
agresif kepada Indonesia. Meski mendapat tekanan dari Amerika Serikat, Indonesia
merasa belum perlu mengikuti langkah AS dan negara sekutunya untuk
memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.

Di tahun 2024, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu yaitu Retno Marsudi
Luhur menyatakan keinginan Indonesia untuk mencalonkan diri kembali sebagai
anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB di tahun 2029. Dengan misi
menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, Indonesia perlu mengambil bagian
dalam perdamaian dunia tanpa harus bersikap konfrontatif secara langsung dengan
negara lain. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif
serta tidak memihak salah satu blok yang masih dipertahankan Indonesia hingga
sekarang. Terlebih di situasi saat ini di mana sikap anggota tetap Dewan Keamanan
PBB terhadap Korea Utara terbelah Indonesia perlu berhati — hati dalam
mengadopsi resolusi tersebut. Untuk itu, sikap Indonesia untuk tidak
mengimplementasikan sanksi atas resolusi DK PBB ke dalam peraturan nasional
sudah tepat untuk mengamankan kepentingan nasional dengan bersikap non
konfrontatif terhadap suatu negara.

Komitmen Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan
PBB perlu untuk ditinjau ulang. Di tengah konstelasi dunia yang semakin terpecah
dan tidak patuh pada tatanan internasional, Dewan Keamanan PBB seakan kurang
menunjukkan perannya, terutama dalam mengatasi konflik militer antar
negara. Terlebih, anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti AS, China, Rusia,
Inggris, Prancis cenderung lebih menggunakan saluran unilateral dan bergerak
dalam domain sendiri daripada melakukan perundingan di forum Dewan
Keamanan PBB. Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan ulang komitmen

keanggotaannya pada Dewan Keamanan PBB. Hal ini guna menjaga kepentingan
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nasional Indonesia dan hubungan diplomatik yang telah terjalin dengan negara —

negara yang terkena sanksi DK PBB seperti Korea Utara maupun Iran.
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